e

&

CSALINAN |

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2019
= TENTANG :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

~ Menimbang :

><,‘zy'::ﬂ'dengan Undang Undang Nomor 9 ’I‘ahun 2015 tentangg‘i}’:_ij

* TAHUN2018 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
, BUPAFI KARANGANYAR . AR AR
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (_1’)'

| ”,,"’Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan‘

s Daerah sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr:.f”_"‘

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nornor 23 Tahun

,:_”:\2014 tentang Pemermtahan Daerah “perlu membentuk»x"

f_'_ﬁperaturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangkak.,_

& f’f_ Menengah Daerah Tahun 2018 2023

L Mengingat

: .«1.~“”"‘,".’Pés‘al 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara‘yf'v
o Repubhk Indones1a Tahun 1945 : S ey

e 2 Undang Undang Nomor ; 13 Tahun ) 1950 teﬁtahg

ki{Pembentukan Daerah daerah Kabupatér'i' - délarnjf_** o

‘,‘f | 1ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah

| 3 Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstemb

Perencanaan Pembangunan Nasmnal (Lembaran Negara

: 'kLRepubhk Indonema Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L

£ i"Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4421)

o 4. Undang—Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang »

’v”‘Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republlk".-

§ ,Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

il ‘;_““Negara R=pubhk Indonesm ', Nomor 5587) sebagalmana
;telah d1ubah beberapa kah terakh1r dengan Undang—’
A :'VUndang ITomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaf



‘ ,"atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang“

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk ‘

_ ,Indone31a Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran‘
- Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

kPeraturan Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Nomor 3

L Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

:Panjang Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Tahun 2005-

: '2025 (Lembaran Daerah Prov1ns1 Jawa Tengah Tahun

,2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Prov1n31
v Jawa Tengah Nomor 9); | ‘ '
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 i

*t~-Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah

Prov1n31 Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran

10.

.:Daerah Provinsi Jawa Tengah ‘Tahun 2010 Nomor 6,
k'br‘kTambahan Lembaran Daerah Prov1n51 ~Jawa Tengah
Nomor 28); e |
| Peraturan Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Nomor 5 Tahun !
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah O

"Daerah Prov1n31 Jawa ~Tengah Tahun 2018 2023
- V(Lembaran Daerah Prov1ns1 Jawa Tengah Tahun 2019 :

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Prov1r131 Jawa‘ -

: v"'Tengah Nomor 110) | el T

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11

o Tahun 2007 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan ‘

. Daerah (Lembaran - Daerah Kabupaten Karanganyar =

Tahun 2007 Nomor 11); | ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14_ '

~ Tahun 2009 ,tentang Rencana Pembangunan | Jangka :

Panjahg'Daerah K'abupatkeri Karahganyar Tahun 2005-

'2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun'
|  ‘2009 Nomor 14) ’ |

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
. Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang ,Wllayahﬂ
i ;"Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lcmbaran;, : :
~Daerah Kabupaten Karanganyar ~ Tahun 20‘13 

Nomor '1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten» :

s Karanganyar Nomor 3);
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Dengan Persetuuuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ‘

‘ Menefe;lpkaril &

, e dan BT
7 BU:PATI KARANGANYAR

N MEMUTUSKAN

' PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
~ JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 - 2023.

BAB I =
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan

1.
X

: Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemerintah . Daerah _adalah  Bupati sebagéi unsur

o p,enyelenggarar Pemei‘intahan ‘Daerah yang memimpin

~{p’e‘1‘aksanaan’ uruSan; pemerintahan‘ yang - menjadi i
' k’ev‘venan\gan daerah otonom. B

b Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar

»Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasmnal
: 'yang selanjutnya dlsmgkat RPJMN adalah dokumen
fperencanaan pembangunan nas1onal untuk perlode )

o (11ma) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang‘

_‘selanjutnya d1s1r1gkat RPJPD ~adalah dokumen

perencanaan Daerah - untuk perlode 20 (du'a‘1 puluh)

: v‘_'tahun e 7 » »
‘ Renca‘na’ Pémbangunan _JangkaM‘enengah Daerah yang

' selanjut‘nyaf,g disingkat ~ RPJMD adalah 'dokume'n,

pei‘e’ncahaa‘n Daé‘r'ah untuk peribde' S (lima) tahun

: rgterhltung seJak dllantlk sampal dengan berakhlrnya "
masa Jabatan Bupatl 5 ‘ ,

o -Rencana Kerja Pemermtah Daerah yang selanjutnya'
""dlslngkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
~untuk perlode 1 (satu) tahun. k | |

Rencana Strategls Perangkat Daerah yang selanjutnya

d1sebut Renstra Perangkat Daerah ‘adalah dokumen



ﬁerencanaa-rlf Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) -

: ‘tahun : : , .
i Pembangunan Daerah adalah adalah usaha yang

_51stemat1k untuk pemanfaatan sumber daya yang:

d1m111k1 Daerah untuk penmgkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat kesempatan kerja, - lapangan“

12,

13,

berusaha, menmgkatkan akses dan kualitas pelayanan’f’ﬁ'

pubhk dan daya samg Daerah sesuai dengan urusan

P o 'pemerlntahan yang menjad1 kewenangannya
10.

Visi adalah rumusan umum mengena1 keadaan yang

dungmkan ' pada g akh1r 5 perlode perencanaan:

- :pembangunan daerah
11,

M131 adalah rumusan umum mengenal upaya upaya'

: 'yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

Stra’tegi adaiah langkah langkah berlslkan program‘ k :‘

, 1nd1kat1f untuk mewujudkan V1s1 dan misi.

Program adalah 1nstrumer1 kebuakan yang berls1 satu

@atau leblh keg1atan yang dllaksanakan oleh mstan31

‘pemermtah/lembaga untuk mencapal sasaran dan :

~tUJuan serta memperoleh ‘alokasi anggaran,‘i atau

i keglatan masyarakat yang ~ dikoordinasikan  oleh

Pemermtah Daerah untuk mencapa1 sasaran dan tujuan: ‘

G pembangunan daerah

N BAB I1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH -

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Sy

(1

i Pasa12 ‘

f Daerah untuk perlode tahun 2018 sampal dengan 2023.

Pasal 3

RPJMD sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 2 menjad1_' ‘

,pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah s

'-“.yang memuat VlSl m131 tujuan sasaran strategl arah

= kebljakan dan program Pembangunan Daerah

RPJMD dlsusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan

. memperhatlkan pada RPJ MN serta RPJMD Provm31 Jawa '

- ‘ Tengah



@

(1)

(2)

(1)

'RPJMD sebagaimana dimaksud.pada ayat (2) dijabarkan

dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan

Kebijakah Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serté- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Kebijakan Cfmum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
sebaga’iméné dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar

penyusunan- Rancangan Anggaran Péndapatan dan

- Belanja Daerah.

Pasal 4 ‘

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

"BAB 1 : Pendahuluan
BABII ': Gambaran Umum Kondisi Daerah
~BABIII : Gambaran Keuangan Daerah
BAB 1V : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BABV  : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan -dan Program

‘ Pembangunan Daerah ‘
BAB VII . Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan = Pemerintahan
: Daerah | |
BAB IX : Penutup -

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

- dalam Lampiran dan kmerupakan bagian' yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- Bupati melakukan pengendaliah dan evaluasi terhadap
- RPJMD.
(2).

Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.



| ,(2) |

BAB v -

i PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH :

' : Pasal 6

A‘Perubahan RPJMD dapat dllakukan dalam hal

k.'a‘.: hasil pengendahan dan evalua31 menunjukkan

bahwa - proses perumusan tidak sesuai ‘dengan‘ g
‘tahapan dan’ ‘tata Cara penyusunan rencana
o Pembangunan Daerah yang dlatur dalam peraturan
perundang undangan ' L
b. = hasil pengendahan dan ~evaluasi menunjukkan
‘\kbahwa substans1 yang dirumuskan tidak sesuai

- dengan peraturan perundang—undangan

¢. - terjadi perubahan yang mendasar dan/ atau

d. 'Ahasﬂ pengendahan dan evalua51 menunjukkan :

"'adanya keruglan terhadap Daerah dan/ atau

“ 'nasmnal

| Perubahan yang mendasar sebagalmana dimaksud pada
:ayat (1) huruf c, mehputl terjadmya bencana alam,
’ goncangan poht1k kI‘lSlS ekonoml konﬂ1k sosial budaya "
; fgangguan keamanan ; pemekaran - Daerah, atau’
el perubahan kebgakan nasional. S |

R

‘ berlakunya kurang dar1 3 (tlga) tahun n

Perubahan RPJMD tidak dapat dllakukan apablla masa

Pasal 7 '; ‘

'Perubahan RPJMD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6

' dltetapkan dengan Peraturan Daerah

# BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2023 2028 belum dlundangkan
maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada :
RPJPD serta mengacu pada RPJMN -



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan - Daerah ini mulai. = berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

‘Ditetapkan di | Karanganyar
pada tanggal 14 Juni 2019
 BUPATI KARANGANYAR,
TTD

"JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 14 Juni 2019 |

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
‘ TTD

SUTARNO - |
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-135/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
. Kepala Baiia Hukum

e

' ZULF@}(:( ADIDH

NIP. 19750311 15999031 009
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PENJELASAN
" ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
| TAHUN 2018 - 2023

UMUM

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan

‘bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan

pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan

prioritasnya sebagaimana ditetapkan. dalam RPJPN. ‘Kebijakan tersebut |

‘selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan

‘gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan kurun waktu

lima tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya
diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dah dperasional menjadi rencana
operasional tah'u_nan.v Selain untuk mencapai sasaran pembangunah
nasional, pémbangunan daerah juga bertujliari untuk meningkatkan
hasiil—hasil‘perrnb’angunan daerah bagi masyaraklat secara adil dan merata
aga} masyarakat lebih sejahtera. ' |

Dalam rangka memberlkan arah dan tujuan dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesua1 dengan visi, misi Bupati

~ berdasarkan Undang-Undang Nomor»25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemgrintahan Daerah sebagaifnana telah »diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tenﬁang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi .

‘Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana

: Perribangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran

Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan
memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat
beberapa hal yaitu: (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi

pembangunan daerah, kebija"kan umum, dan program Perangkat Daerah,




.....

dlsertal ‘dengan rencana kerja dalam kerangka regula31 dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD - dilakukan secara paftls1pat1f dengan

mehbatkan seluruh pemangku kepentmgan pembangunan, serta mengacu

, pada ketentuan perundang undangan

RPJMD d1gunakan sebagal pedoman penyusunan Renstra Perangkat
‘Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

: Seléin itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan

o pembangunan Kabupaten Karanganyar. Khusus penyusunan RKPD Tahun

2019 yang ditetapkan pada tahun 2018, dikarenakan belum dlsusunnya

_RPJMD tahun 2018 - 2023, maka penyusunannya berpedoman pada
’ RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya RKPD harus disesuaikan RPJMD apablla

RPJ MD telah d1undangkan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ‘
‘Cukup jelas.
Pasal 2
; Cukup jelas.
Pasal 3 | 7
Cukup Jelas.
- Pasal 4 ‘
Ayat (1)
Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 46 ayat (2)
Peraturan- Menten Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Carab Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daérah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah,  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
,. Pemerintah Daerah
© Ayat (2) |
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.i :
Ayat (2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpe’doman pada Pasal

268 sarhpai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



86 ‘Tahun '2:017 Pasal 273 Tata Cara Perencanaan,
| Pengendahan dan Evaluas1 Pembangunan Daerah, Tata Cara
f,Evaluas1 Rancangan» Peraturan Daerah tentang Rencana.

’Pembangunau_d Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rericana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
_ Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | |
" Pasal 6 |

‘_Ayat (1) ’
'Hurﬁf a
Cukup jelas. |
Huruf b |
Cukup Jelas
Hurufc
Cukup Jelas
Huruf d |
yang dimaksud merugikan kepentingan daerah dan
nasional apabila dokumen RPJMD bertentangan
dengan kebijakan}daé’rah dan nasional.
Ayat(2) |
Cukup jelas.
Ayat (3) |
Cukup jelas. .
Pasal 7 G
Cukup jelas.
Pasal 8 .
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 104



